PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2006

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan
perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Rl Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Rl Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Undang-undang Rl Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4286);
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Undang-undang Rl Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4355);

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

Undang-undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah  Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4693).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2005 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
Anggaran 2006;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun Anggaran 2006;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
01 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamandau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG LAPORAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Setelah Perubahan Rp. 253.867.007.932,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 23.221.084.831,79
Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 277.088.092.763,79
2. Belanja
a. Setelah Perubahan Rp. 268.762.202.642,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 151.969.749.576,22
Jumlah Realisasi Belanja Rp. 216.792.453.065,78

Surplus / (Defisit) Rp. 60.295.639.698,01




3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Setelah Perubahan Rp. 18.730.365.984,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 49.584.000,-
Jumlah Realisasi Penerimaan Rp. 18.779.949.984,-
b. Pengeluaran
1) Setelah Perubahan Rp. 3.250.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -
Jumlah Realisasi Pengeluaran Rp. 3.250.000.000,-

c. Silpa tahun berjalan Rp. 75.825.589.682,01
Jumlah Realisasi Pembiayaan (Rp.60.295.639.698,01)

Pasal 2

Laporan Perhitungan Anggaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal . 2 November 2007

WAKIL BUPATI LAMANDAU,
ttd
Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 2 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
ttd
(Ir. MARUKAN )
NIP. 131 480 087
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2007 NOMOR 02 SERI A



